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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Status hukum anak diluar nikah yang dalam di atur pada Pasal100 KHI 

yang menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sedangkan status 

hukum anak di luar nikah yang diatur dalam KUH Perdata Indonesia yang 

di atur pada Pasal280 KUH Perdata yang berbunyi: “Dengan pengakuan 

terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu 

dan bapak atau ibunya.” 

2. Hak waris anak diluar nikah dalam KHI diatur dalam Pasal186 KHI yang 

menyatakan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Karena 

anak diluar nikah, baik itu pria maupun wanita tidak diakui hubungan 

darahnya dengan ayahnya, maka dia tidak mewaris harta ayahnya dan 

tidak juga dari kerabat ayanya. Sedangkan hak waris anak diluar nikah 

dalam KUH Perdata Indonesia diatur dalam Pasal863 KUH Perdata yang 

menyatakan: “Anak diluar nikah yang diakui akan termasuk dengan semua 

golongan ahli-waris, tapi besar bagian yang akan diterima tergantung 

dengan golongan mana anak keluar nikah tersebut mewaris atau 

tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang 

sahh.” 
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3. Perbedaan Status hukum dan hak waris anak diluar nikah pada KHI dan 

KUH Perdata Indonesia adalah pada Kompilasi Hukum Islam status 

hukum anak luar nikah tidak dapat berubah walaupun telah di akui oleh 

bapak biologisnya sedangkan dalam KUHPerdata status hukum anak 

diluar nikah dapat berubah menjadi anak sah jika telah mendapatkan 

pengakuan dari ayah atau ibunya dan mendaftarkan pengesahan sebagai 

anak sah di pengadilan.  

Hak waris anak diluar nikah pada KHI hanya mempunyai 

hubungan ke warisan dengan ibunya dan kerabat ibunya, dan besar bagian 

yang didapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya sama besar dengan 

bagian yang didapat anak sah dari ibu dan kerabat ibunya. Sedangkan hak 

waris anak diluar kawin dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 863 

KUHPerdata.  

B. Saran 

1. Sebelum melakukan sesuatu perbuatan sebaiknya dipikirkan dulu dampak 

dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, karena dampak yang 

ditimbulkan ketika seseorang melakukan hubungan seksual di luar 

pernikahan yang sah, baik secara hukum maupun agama tidak hanya 

dirasakan oleh pihak yang melakukannya saja tetapi dampak serta akibat 

yang lebih besar akan dirasakan oleh anak yang dilahirkan di luar nikah 

tersebut, karena harus ikut menanggung dosa yang diperbuat oleh orang 

tuanya yaitu tidak mendapatkan hak-hak yang sama seperti yang 
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didapatkan oleh anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah atau 

anak sah.  

2. Akibat dari kehadiran anak luar kawin menimbulkan pertentangan 

permasalahan baru yang kadang sangat merugikan baik orang lain maupun 

diri sendiri. Sebaiknya setiap orang tua yang memiliki anak luar kawin 

maupun seorang yang memiliki anak luar kawin untuk terlebih dahulu 

menyelesaikan permasalahan mereka dengan musyawarah mufakat, 

misalnya dalam hal pembagian warisan. Selanjutnya jika tidak dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan dapat dibawa ke pengadilan untuk 

mendengar dan menyaksikan putusan hakim. Sebagaimana permasalahan 

anak luar nikah yang permasalahannya atau perkaranya sudah diputuskan 

oleh, dimana keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai 

payung hukum anak-anak luar kawin dan orang tua yang memiliki anak 

luar kawin yang tidak jarang tidak mendapatkan perlakuan adil dan 

pemenuhan haknya. 

3. Untuk orang tua sebaiknya selalu mengontrol dan menjaga pergaulan 

anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang bisa 

menimbulkan suatu dampak buruk, baik bagi dirinya maupun keluarganya. 

Karena tergantung dari peran dan bimbingan orang tualah yang akan 

menentukan masa depan si anak.  
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